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ABSTRAK 

BACHARUDIN ARIS SETIAWAN NIM: H.11.15.073 Tinjaun hukum 

terhadap pemutusan hubungan kerja karyawan PT Cahay Purnama Lestari 

Outsorcing di PLN Gorontalo dibimbing oleh Hijrah Lahaling dan Saharuddin 

Tujuan penelitian ini untuk (1).Untuk mengetahui terjadinya Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) di Perusahaan Cahaya Purnama Lestari Outsourcing di 

PLN (2).Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan 

Kerja Kariyawan PT Cahaya Purnama Lestari Outsourcing PLN Gorontalo 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian Non Doktrinal yaitu 

pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah 

masyarakat, tipe penelitian selalu megedepanan fakta realita yang terjadi di 

masayrakat luas pada umunya. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1).Faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu adanya 

Perselisihan Hak antara pihak Pekerja dengan PT Cahaya Purnama Lestari, 

sedangkan yang digugat adalah PT PLN Gorontalo dan yang kedua adalah Tidak 

Terpenuhinya Hak Pekerja yaitu tidak dibayarkan hak pekerja berupah upah 

sehingga muncullah perselisahan dan diselesaikan melalui pengadilan Hubungan 

industrial (2).Tinjau Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja adalah yang 

pertama Kepastian  Hukum Outsourcing yang mana sistem tata cara perekrutan 

pekerja yang dilakukan oleh out sosrcing tidak sesuai dengan sebagaimana tidak 

memenuhi Persyaratan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh sesuai dengan pasal 17  

PERMENAKER. No 19 Tahun 2012 tentang Outsorcing, (sesuai ayat 4 pasal 66 

UU No  13 tahun 2003) dan yang kedua Putusan Pengadilan terhadap PHK di PT 

Cahaya Purnama Lestari, secara hukum sudah sangat tepat namun telah 

merugikan para pekerja karna dalam putusan pengadilan telah menolak eksepsi 

penggugat bahwa PT PLN bukan penyedia jasa melainkan pihak PT Cahaya 

Purnama Lestari sebagai pihak perusahaan Outsorcing 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1).Sebaiknya 

dalam penyelesaian perkara pekerja seharusnya pemerintah mengambil alih secara 

penuh dalam penyelesaian perkara guna tidak mebela hak-hak pekerja apalagi 

berhubungan dengan Upah pekerja (2).Dalam putusan pengadilan Hubungan 

Industrial yang diteliti bahwa adanya persilisihan antara pekerja dan Pihak PT 

Cahaya Purnama Lestari dan Pihak PT PLN Cabang Gorontalo, yang mana 

gugatan pekerja telah ditolak oleh pengadilan sedangkan dalam duduk perkara 

bagitu banyak kerugian yang dialami pekerja  

 

Kata kunci: Tinjauan, Hukum, Pemutusan, Kerja ,Outsourcing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara historis lahirnya hukum perburuhan di dunia terkait erant 

dengan Revolusi industri yang terjadi di Eropa, khususnya di Inggris pada 

abad ke-19. Revolusi industri yang di tandai dengan penemuan messin uap 

telah mengubah secara permanen hubungan buruh-majikan.
1
 

Dalam pasal 1 angka 2 Unndang-Undang No.13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakejaan menyebutkan,tenaga kerja adalah “Setiap orang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.”
2
 

Kondisi pemutusan hubungan kerja (PHK) di gorontalo tergolong 

banyak, hal ini sangat menyayangkan sebab angka pengangguran di 

gorontalo juga tergolong  banyak.  Kondisi ini harus mendapatkan 

perhatian lebih dari pemerintah,pengusaha,serikat pekerja,dan pekerja itu 

sendiri supaya masalah tersebut bisa di atasi.  

Kondisi ini di sebabkan karena sebagian besar lapangan 

pekerjaan di daerah gorontalo berada di sektor pertanian sedangkan 

industri penunjang sektor pertanian belum di optimalkan di tahun tahun 

terakhir ini mulai ada perusahaan-perusahaan yang mendukung industri 

pertanian digorontalo,namu perusahan-perusahaan itu belum mampu 

                                                             
1
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan 

 
2
 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
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menampung lulusan sekolah yang ada di provinsi gorontalo. Hal lain 

yang menyebabkan pengangguran tidak tertampung oleh dunia kerja di 

sebabkan karena apa yang di butuhkan oleh perusahaan tidak bisa di 

siapkan oleh sekolah sekolah yang ada saat ini. 

Saat ini perusahaan harus mengadakan pelatihan pelatihan sebelum 

pekerja itu siap memasuki dunia kerja sehingga menimbulkan biaya 

ekstara dan waktu yang terbuang bagi perusahaan,pekerja pekerja yang 

di rekrut kadang kala tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh 

perusahaan sehingga target maupun capaian perusahaan serngkali tidak 

tercapai untuk itu perusahaan dalam perjalanannya kadang kala 

melakukan Pemutusan hubungan Kerja (PHK). 

Hubungan industrial memerlukan ketenangan kerja. Perselisihan 

memberi dampakkurang baik bagi produktivitas. Secara moral tidak ada 

orang yang menginginkan masalah. Setiap masalah memerlukan solusi. 

Tidak ada masalah tanpa solusi. Pihak yang berslisih selalu 

menginginkan penyelsaian. Menyelsaikan perselisihan bukan hal yang 

mudah dan pula bukan hal yang sulit. Kalau para pihak memiliki 

prespektif yang sama, perselisihan akan mudah diselsaikan. Kesamaan 

prespektif salah satu jalan untuk menyapakati mekanisme dan tahapan-

tahapan perundingan. Penyelsaian akan sulit bila para pihak bertahan 

pada pendiriannnya.
3
 

                                                             
3
 Juanda Pangaribuan, 2010, penyelsaian perselisihan hubungan industrial, hal 12 
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Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sesuai UU Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI), yaitu: 

1. Perundingan Bipartit 

Perundingan dua pihak antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan 

buruh atau serikat buruh. Bila dalam perundingan bipartit mencapai kata 

sepakat mengenai penyelesaiannya maka para pihak membuat perjanjian 

bersama yang kemudian didaftarkan pada PHI setempat. Namun apabila 

dalam perundingan tidak mencapai kata sepakat, maka para pihak yang 

berselisih harus melalui prosedur penyelesaian Perundingan Tripartit. 

2. Perundingan Tripartit 

Perundingan antara pekerja, pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga 

sebagai fasilitator dalam penyelesaian PHI diantara pengusaha dan pekerja. 

Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. 

a. Mediasi 

Penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih 

mediator dari pihak Depnaker, yang antara lain mengenai perselisihan hak, 

kepentingan, PHK dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. 

Dalam mediasi, bilamana para pihak sepakat maka akan dibuat perjanjian 

bersama yang kemudian akan didaftarkan di PHI. 
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Namun bilamana tidak ditemukan kata sepakat, maka mediator akan 

mengeluarkan anjuran secara tertulis. Jika anjuran diterima, kemudian para pihak 

mendaftarkan anjuran tersebut ke PHI. Di sisi lain, apabila para pihak atau salah 

satu pihak menolak anjuran maka pihak yang menolak dapat mengajukan tuntutan 

kepada pihak yang lain melalui PHI. 

b. Konsiliasi 

Penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsiliator 

(yang dalam ketentuan UU PHI adalah pegawai perantara swasta bukan dari 

Depnaker sebagaimana mediasi) yang ditunjuk oleh para pihak. Seperti 

mediator, Konsiliator berusaha mendamaikan para pihak, agar tercipta 

kesepakatan antar keduanya. 

Bila tidak dicapai kesepakatan, Konsiliator juga mengeluarkan produk berupa 

anjuran. 

c. Arbitrase 

Penyelesaian perselisihan di luar PHI atas perselisihan kepentingan dan 

perselisihan antar serikat buruh dalam suatu perusahaan dapat ditempuh 

melalui kesepakatan tertulis yang berisi bahwa para pihak sepakat untuk 

menyerahkan perselisihan kepada para arbiter. Keputusan arbitrase merupakan 

keputusan final dan mengikat para pihak yang berselisih, dan para arbiter 

tersebut dipilih sendiri oleh para pihak yang berselisih dari daftar yang 

ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. 
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3. Pengadilan Hubungan Industrial 

Bagi pihak yang menolak anjuran mediator dan juga konsiliator, dapat 

mengajukan gugatan ke PHI. Tugas PHI antara lain mengadili perkara 

Perselisihan Hubungan Industrial, termasuk perselisihan PHK, serta menerima 

permohonan dan melakukan eksekusi terhadap Perjanjian Bersama yang 

dilanggar.
4
 

Pekerja PT Cahaya Purnama Lestari Outsourcin PLN Gorontalo, menuntut 

kedua perusahaan agar membayarkan hak mereka sampai ke tahapan 

Pengadilan Hubungan Industrial. dengan mengguat PT PLN Gorontalo 

sebagai Tergugat 1 dan PT Cahaya Purnama Lestari sebagai Tergugat 2 dan 

Pekerja sebagai Pihak Penggugat. 

Pihak pekerja beramsumsi mereka sampai di PHK mungkin karena mereka 

melaporkan pihak perusahaan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo yang 

sekarang sudah menjadi Dinas Penanaman Modal, ESDM & Transmigrasi 

Provinsi Gorontalo tentang Perselisihan Hak yaitu : 

– Potongan Upah yang tidak mempunyai alasan yang tepat sejak Tahun 2016 

s/d Tahun 2017 

– Potongan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar Rp. 

400.000.- selama 4 Bulan dan sejak Januari 2016 s/d April 2016,  dan 

sampai dengan sekarang tidak ada kejelasannya 

                                                             
4
 https://bplawyers.co.id/2017/03/23/3-tata-cara-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-

yang-wajib-anda-ketahui/ 
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– Pembayaran BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan yang dibayar nanti 

setiap 7 Bulan, sehingga mengakibatkan  Penggugat tidak mendapat 

pelayanan Kesehatan 

Pembayaran THR Pada Tahun 2016 hanya di bayar sebesar Rp. 1.000.000.- 

jadi selisih upah Rp. 2.030.000 – Rp. 1.000.000 = Rp. 1.030.000.- 

Dalam hal ini PT Cahaya Purnama Lestari dan PLN Gorontalo melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja sepihak, Karena Mereka berdalil Karyawan 

Mereka Melakukan mogok Kerja, sedangkan pihak karyawan melakukan 

kegiatan mogok kerja karena perusahaan tidak membayarkan upah mereka 

pada bulan desember 2017, dan perusahaan tidak membayarkan BPJS 

Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan selam 7 bulan. Padahal BPJS 

sangat membantu pihak pekerja dalam mengatasi ketika sewaktu waktu 

mereka sakit ataupun mengalami kecelakaan kerja. 

PT PLN (Persero) Area Gorontalo adalah sebagai pemberi pekerjaan 

kepada PT Cahaya Purnama Lestari yang mempunyai kewenangan membuat 

Surat Perjanjian untuk menyerahkan pekerjaan-pekerjaan dibidang 

ketenagalistrikan sehingga kedudukan PT PLN (Persero) Area Gorontalo 

dalam pemberian pekerjaan tersebut mempunyai dua kapasitas yang berbeda, 

yaitu sebagai pemberi pekerjaan langsung kepada Tergugat II dan sebagai 

lingkungan tempat Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat II sehingga yang 

seharusnya ditarik sebagai Tergugat I adalah Pihak yang secara fakta hukum 

mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat (Legitima Persona Standi in 
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Judicio),dengan demikian Penggugat telah keliru atau salah sasaran menarik 

PT PLN (Persero) Area Gorontalo sebagai Tergugat I,oleh karena sekali lagi 

pada kenyataannya kedudukan hukum Tergugat I dalam proses pemberian 

pekerjaan dalam perkara a quo adalah sebagai pemberi pekerjaan kepada 

Tergugat II bukan sebagai Pihak yang memberikan pekerjaan kepada 

Penggugat, sehingga Tergugat I hanya mempunyai hubungan hukum dengan 

Tergugat II sedangkan terhadap Penggugat sama sekali tidak ada hubungan 

hukum dengan Tergugat I, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut 

telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal yang 

fatal dan kabur serta membingungkan, dimana syarat formal dalam beracara 

mensyaratkan gugatan harus dibuat secara cermat dan terang, sehingga dengan 

demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet 

ontvankelijke veerklaard). 

Dan Hakim Memutuskan atas Perkara Pemutusan Hubungan Kerja atas 

karyawan yang dilakukan PT Cahaya Purnama Lestari dan PT PLN 

Gorontalo, bahwa pekerja akan mendapatkan hak-haknya atas PT Cahaya 

Purnama Lestari karena pihak PT PLN tidak Memiliki hubungan Kerja dengan 

Pihak Pekerja, sedangkan yang memiliki hubugan kerja dengan pihak kerja 

yakni piak PT Cahaya Purnama Lestari. 
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1.2 Rumusan masalah 

Dari latar belakang, masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan 

pembatasan masalah tersebut maka penulis menyimpulkan dan merumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 

Perusahaan Cahaya Purnama Lestari Outsourcing di PLN? 

2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan 

Kerja Kariyawan PT Cahaya Purnama Lestari Outsourcing PLN 

Gorontalo? 

1.3  Maksud dan tujuan 

Tujuan yang dapat di kemukakan oleh penulis adaalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 

Perusahaan Cahaya Purnama Lestari Outsourcing di PLN 

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan 

Kerja Kariyawan PT Cahaya Purnama Lestari Outsourcing PLN 

Gorontalo 

1.4. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagin yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

penelitian ini ditulis agar mahasiswa dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum ketenagakerjaan agar 

menjadi suatu pedoman sendiri dan orang lain agar tau cara upaya 
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upaya atau pencegahan, penyelsaian hubungan industrial yang 

berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

2. Manfaat praktis 

Sebagai pengetahuan umum tentang Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK)  agar supaya peneliti maupun orang lain mengetahui cara 

mengatasi dan cara penyelsaian hubungan industrial khususnya di 

pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negri gorontalo.  

masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut. 
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BAB II 

TIJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Tenaga Kerja 

Dalam pasal 1 ayat 2 Undan-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah “setiap orang yang 

mampu melakukanpekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”  

Banyak istilah yang digunakan untuk buruh seperti : pekerja, tenaga kerja, 

karyawan dan man power.Istilah buruh merupakan peninggalan jaman feodal 

dimana orang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar seperti kuli, 

tukang yang melakukan pekerjaan berat dan kotor, yang lebih dikenal dengan 

nama blue collar. Istilah tenaga kerja dan pekerja dapat dijumpai pada Undang-

Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Istilah karyawan lebih lazim 

digunakan bagi orang yang bekerja pada lembaga negeri, misalnya saja karyawan 

Universitas Diponegoro bukan saja buruh “UNDIP”. Istilah man power banyak 

digunakan dibidang menejemen karena man “termasuk didalamnya tenaga 

kerja/buruh” merupakan salah satu faktor produksi. Dalam berbagai seminar yang 

pernah diadakan di Indonesia sering diperdebatkan tentang istilah yang sebaiknya 

dipakai, apakah istilah buruh, tenaga kerja atau pekerja, namun belum ada 

kesatuan pendapat tentang hal ini. 

Sementara itu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggunakan 

istilah “pekerja” untuk mengganti istilah “buruh”. 
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Menurut hemat saya sebaiknya digunakan istilah “tenaga kerja”, karena 

didukung oleh Undang-undang yang mengaturnya yakni Undang-Undang 

Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Hal ini juga sesuai dengan Departemen yang 

mengurusi dan membawahinya yakni Departemen Tenaga Kerja yang sekarang 

(2007) digabung dengan Departemen Transmigrasi.
5
 

2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja 

Pengertian tenaga Kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tersebut menyempurnakan pengertian tenahga kerja dalam Undang-Undang No. 

14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan 

pengertian tenaga kerja adalah “ Setiap orang yang mampu melakukanpekerjaan 

guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat.”
6
  

Dari pengertian tersebut tampak perbedaan yakni Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 tidak lagi memuat kata baik di dalam maupun di luar hubungan kerja 

dan adanya penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri 

dan masyarakat. Pengurangan kata di dalam maupun di luar hubungan kerja pada 

pengertian tenaga kerja tersebut sangat beralasan karena dapat mengacaukan 

makna tenaga kerja itu sendiri seakan-akan ada yang di dalam dan ada pula di luar 

hubungan kerja serta tidak sesuai dengan konsep tenaga kerja dalam pengertian 

umum. Demikian halnya dengan penambahan kata sendiri  pada kalimat 

memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat karena barang atau jasa yang di 

hasilkan oleh tenaga kerja tidak hanaya untuk masyarakt tetapi juga untuk diri 

                                                             
5
 Muhamad Azhar,2015. Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan, hal 6-7. 

6
 Lalu Husni, 2018. Pengsntar Hukum Ketenagakerjaan, hal 27 
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sendiri, dengan demikian sekaligus menghilangkan bahwa selama ini tenaga kerja 

hanya bekerja untuk orang dan melupakan dirinya sendiri. 
7
 

Tenaga kerja menurut para ahl, (Eeng Ahman dan Epi Indriani), 

mengemukaka bahwa Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang 

dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Ada 

banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini. Menurutnya, anak-anak 

jalanan sudah termasuk tenaga kerja. Dan menurut (Alam S ),Tenaga kerja adalah 

penduduk yang berusia 15 tahun keatas untuk negara negara berkembang seperti 

Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja adalah penduduk yang 

berumur antara 15 hingga 64 tahun.
8
 

2.1.2 Pihak Hubungan Kerja 

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dengan 

seorang majikan. Hubungan kerja hendak menunjukan kedudukan kedua pihak itu 

yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh 

terhadamajikan serta hak-hak dan kewajiban majikan terhadap buruh. Adanya 

hubungn kerja ialah hanya bila ada buruh dan majikannya atau majikan dengan 

buruhnya. (Soepomo,1990). 

Unsur hubungan kerja,dalam perjanjian kerja secara umum  ada 4 (empat) 

yaitu: 

a. Hubungan hukum 

                                                             
7
 Lalu Husni, 2018, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, hal 28 

8
 https://www.gurupendidikan.co.id/tenaga-kerja/ 
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b. Bidang hukum kekayaan 

c. Adanya hak (kreditur) 

d. Adanya kewajiban (debitur)
9
 

Dalam pasal 50  Undan-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menyebutkan bahwa “ Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja 

antara pengusaha dan pekerja/buruh”.
10

  

2.1.3 Prinsip-Prinsip Tenaga Kerja 

Dari mana asal prinsip-prinsip ketenagakerjaan Global Compact PBB: 

Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja International 

Labour Organization (ILO) adalah lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa yang 

dibentuk dengan tujuan menetapkan peraturan ketenagakerjaan internasional. ILO 

mempunyai struktur tripartit dan diperintah oleh para perwakilan pemerintah, 

pengusaha dan pekerja. Prinsip-prinsip ketenagakerjaan diambil dari Konvensi 

dan Rekomendasi ILO, yang menetapkan standar ketenagakerjaan internasional 

untuk serangkaian subyek yang terkait dengan dunia ketenagakerjaan, termasuk 

hak asasi manusia di tempat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kebijakan 

kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Kekhawatiran yang semakin 

meningkat tentang dampak sosial dari globalisasi mendorong anggota ILO – yaitu 

perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja di tingkat internasional – untuk 

mengakui di tahun 1995 bahwa ada empat kategori peraturan ketenagakerjaan, 

yang disampaikan dalam delapan konvensi (yang disebut “konvensi utama”), yang 

                                                             
9
 Cecep,Dudi, 2013, Kapita Selekta Hukum Ketenagakerjan Hal.30 

10
 Pasal 50 Undan-Undang No. 13 Tahun 2003 
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harus dianggap fundamental karena konvensi-konensi ini melindungi hak-hak 

dasar para pekerja. Keempat kategori ini adalah: 

a) Kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif atas hak untuk 

melakukan  

    perundingan bersama; 

b) Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; 

c) Penghapusan pekerja anak secara efektif; dan 

d) Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. 

Proses ini mencapai puncaknya di tahun 1998 dengan ditetapkannya 

Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja. Deklarasi 

ini menegaskan bahwa semua negara anggota ILO, walaupun mereka mungkin 

belum meratifikasi Konvensi terkait, berkewajiban berdasarkan fakta keanggotaan 

mereka dalam ILO untuk menghormati, mempromosikan serta mewujudkan 

prinsip-prinsip terkait hak-hak fundamental yang menjadi inti dari konvensi-

konvensi tersebut.
11

 

2.1.4 Dasar Hukum Ketenagakerjaan 

Seperti yang telah disebutkan, undang-undang menjadi aturan hukum 

perburuhan dan ketenagakerjaan tertinggi di Indonesia. Di bawahnya, baru ada 

peraturan lain yang dibuat dengan landasan undang-undang. Saat ini, terdapats 4 

aturan perundang-undangan terkait perburuhan dan ketenagakerjaan yang berlaku 

di Indonesia, yaitu: 

                                                             
11

 Internasional Labour Organization.2009.Prinsip-Prinsp Ketenagakerjaan. File Pdf. 
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 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial Undang-undang ini mengatur terkait perselisihan 

yang muncul dalam hubungan industrial. Berdasarkan aturan hukum 

perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia ini, terdapat 4 jenis 

perselisihan yang bisa terjadi, yaitu: 

1. Perselisihan hak Perselisihan ini timbul disebabkan oleh tidak 

dipenuhinya hak yang merupakan akibat adanya perbedaan pemahaman 

atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

2. Perselisihan kepentingan Perselisihan ini muncul dalam hubungan 

industrial karena tidak adanya kesepahaman mengenai pembuatan, dan 

atau perubahan syarat-syarat kerja pada perjanjian kerja, atau peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

 3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) Perselisihan yang 

timbul karena tidak adanya kepahaman mengenai pemutusan hubungan 

kerja oleh salah satu pihak. Dalam penyelesaian perselisihan itu, pihak-

pihak yang terkait bisa memilih berbagai metode, seperti perundingan 

bipartit, mediasi oleh pemerintah, penyelesaian melalui konsiliasi, 

penyelesaian lewat arbitrase, ataupun pengadilan perselisihan hubungan 

industrial (PHI). 
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4. Perselisihan antara serikat pekerja Perselisihan ini terjadi pada dua 

serikat pekerja atau lebih yang berada dalam 1 perusahaan.  Perselisihan 

itu bisa terjadi karena tidak adanya kesesuaian pemahaman terkait 

keanggotaan, pelaksanaan hak, serta kewajiban keserikatpekerjaan. 

 UU Nomor 18 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 2017 

Undang-undang ini mengatur terkait penempatan, perlindungan, serta 

persyaratan para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ada di luar negeri. 

Keberadaannya menggantikan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri.Di 

dalamnya, diatur secara rinci tahapan yang harus dilalui ketika seorang 

warga negara ingin mengajukan diri menjadi seorang TKI. Selain itu, 

diatur pula terkait perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI).Selain 

itu, UU ini juga memberi perlindungan tidak hanya pada TKI, tapi juga 

anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan Konvensi Internasional tentang 

Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. 

 UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja UU Nomor 21 

Tahun 2000 memberikan kesempatan bagi para buruh untuk mendirikan 

organisasi buruh secara mandiri. Tidak heran kalau saat ini banyak 

bermunculan serikat buruh yang memiliki visi serta misinya masing-

masing. Bahkan, dalam satu perusahaan, bisa muncul serikat buruh lebih 

dari 1 organisasi. Hal ini sangat memungkinkan karena menurut aturan ini, 

buruh bisa mendirikan organisasi dengan anggota minimal 10 orang. 
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 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan UU Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan landasan dasar dari 

aturan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia. UU ini 

memiliki total sebanyak 193 pasal dan memiliki cakupan hukum yang 

luas. Undang-undang ini juga mengatur tentang status hubungan industrial 

pada setiap jenis usaha. Mulai dari usaha kecil, menengah, hingga usaha 

besar. 

Undang-undang ini pun mengatur tentang hubungan kerja yang 

berlangsung antara buruh dengan perusahaan, termasuk di antaranya adalah 

perlindungan, hak , serta kewajiban masing-masing pekerja dan pengusaha. 

Secara khusus, problem yang kerap menjadi sorotan dari UU Ketenagakerjaan ini 

adalah terkait kebijakan outsourcing, pemberian upah murah, serta PHK yang 

terjadi seenaknya.
12

 

2.2 Tinjauan Umum Pengusaha. 

Selain pengertan perusahaan Undang-Undang No 13 tahun 2003 juaga 

memberikan pengertian pemberi kerja yakni orang persorangan,pengusah,badan 

hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenga kerja dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 4). Pengaturan 

istilah pemberi kerja ini muncul untuk menghindari orang yang bekerja pada 

pihak lain yang tidak dapat di kategorikan sebagai pengusaha khususnya bagi 

pekerja pada sektor informal jadi dengan demikian penegrtian pemberi kerja lebih 

                                                             
12

 https://bplawyers.co.id/2018/06/05/serba-serbi-hukum-perburuhan-dan-ketenagakerjaan-di-

indonesia/ 
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luas dari pengusaha, pengusaha sudah pasti pemberi kerja,namun pemberi kerja 

belum tentu pengusaha.
13

 

2.2.1 Pengertian Pengusaha 

Menurut pasal 1 ayat 2 huruf a,b,dan c  Undang-Undang Nomor !13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan Pengusaha adalah: 

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan 

suatu perusahaan milik sendiri; 

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya; 

c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia 

2.2.2 Hak dan Kewjiban Pengusaha 

Yang merupakan hak Perusahaan Secara singkat, perusahaan memiliki hak 

yang tercantum dalam uraian Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni dalam UU 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut antara lain 

adalah sebagai berikut. 

1. Perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan. 

2. Perusahaan berhak untuk memerintah/mengatur karyawan atau tenaga 

kerja dengan tujuan menca paitarget. 

                                                             
13 Lalu Husni.2018. Pengsntar Hukum Ketenagakerjaan, hal 48 
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3. Perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerja/buruh/karyawan jika melanggar ketentuan yang telah disepakati 

sebelumnya.
14

 Dan yang menjadi kewajiban Perusahaan adalah sebagai 

berikut 

Menyediakan Jaminan Ketenagakerjaan 

Setiap perusahaan yang mempekerjakan pegawai harus menyediakan 

jaminan ketenagakerjaan kepada pegawainya. Mengenai jaminan 

ketenagakerjaan bisa kita temukan dalam UU No. 13 2003 pasal.Bentuk 

jaminan ini diturunkan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang 

bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bagi pemberi kerja yang 

tidak mendaftarkan pekerjanya akan mendapatkan hukuman berupa sanksi 

terulis, teguran dan juga sanksi administratif.Sanksi administratif yang 

disebutkan tadi berupa tidak diberikannya perijinan terkait bidang usaha 

seperti ijin mendirikan bangunan, ijin melakikan tender proyek atau tidak 

diberi ijin untuk memperkerjakan tenaga kerja asing. 

Memberikan Waktu Istirahat 

Setiap pekerja wajib mendapatkan waktu istirahat sesuai dengan pasal 79 

Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dijelaskan dalam aturan tersebut, setiap 

pekerja bisa mendapatkan waktu istirahat sekurang-kurangnya setengah 

jam setelah bekerja selama 4 jam secara terus menerus.Dalam hal istirahat 

mingguan, pekerja berhak mendapatkan istirahat selama 2 hari untuk 

waktu kerja selama 5 hari dengan waktu kerja 8 jam sehari. Sedangkan 

                                                             
14 https://sleekr.co/blog/hak-perusahaan-dan-karyawan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/ 
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unttuk waktu kerja 6 hari, pekerja berhak mendapat waktu istirahat selama 

1 hari dengan waktu kerja 7 jam sehari. 

 Membayarkan Upah 

Dalam hal pemberian upah tenaga kerja sesuai dengan pasal 88 Undang-

undang Ketenagakerjaan. Untuk besaran upah ini tidak boleh lebih rendah 

dari upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah yang ditetapkan 

sesuai UMP/UMK. 

Ada tiga komponen upah yang bisa dijadikan sebagai besaran upah yang 

harus dibayarkan oleh perusahaan. Komponen upah tersebut yaitu : 

1. Upah pokok 

2. Upah pokok dengan tunjangan tetap, dimana besaran upah 

pokok minimal 75% dari besaran upah tokok dan tunjangan 

tetap. 

3. Upah pokok dengan tunjangan tetap dan tidak tetap, dimana 

besaran upah pokok 75% dari besara upah pokok, tunjangan 

tetap dan tunjangan tidak tetap. 

Dalam hal besaran upah, dapat diatur dalam Perjanjian Kerja antara 

pemberi kerja dan juga pekerja. Untuk menentukan besaran ini pemberi 

kerja harus memperhitungkan pengalaman kerja, tingkat pendidikan, 

kemampuan dan juga kecapakan pekerja untuk mengerjakan sebuah 

pekerjaan. 
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Dalam hal pembaayaran, pengusaha juga harus membayar upah kepada 

pekerja tepat waktu. Perusahaan yang terlambat membayar upah bisa 

dikenai sanksi oleh pemerintah. Kesepakatan tanggal pembayaran upah 

setiap bulan biasanya sudah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama antara 

pihak perusahaan dan pekerja. 

 Memberikan Waktu Beribadah 

Dalam UU Ketenagakerjaan juga diatur mengenai hak pekerja dalam 

melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya pada pasal 80. 

Setiap pengusaha wajib memberikan waktu yang cukup agar pekerjanya 

bisa melakukan ibadah sesuai agamanya. 

Selain itu, pihak perusahaan juga tidak bisa memutuskan hubungan kerja 

dengan menggunakan alasan pekerja melakukan ibadah sesuai dengan 

agamanya. 

Keempat bahasan tadi tentunya hanyalah merupakan kewajiban dasar yang 

ditentukan oleh peraturan Pemerintah. Bila ingin mengetahui lebih 

mendetail mengenai hak dan kewajiban perusahaan dan pegawai, maka 

Anda bisa hadir dalam acara Qareer Carnival 2018 Jakarta, 25-26 Juli 

2018 di Gedung Patra Jasa, Jakarta. Karena pada acara ini akan ada 

talkshow „Learn your rights! Understanding your happiness at 

https://www.qerja.com/journal/view/397-gaji-telat-dibayar-ini-lima-hal-yang-bisa-anda-lakukan/
https://www.jobs.id/events/qareer-carnival-jkt/?utm_campaign=&utm_medium=referral&utm_source=qerja


22 
 

 

work’. Talkshow ini akan membahas seputar hak dan kewajiban pekerja 

dan juga perusahaan dari perspektif hukum.
15

 

2.3 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

 Menurut Pasal 150  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pemutusan hubungan 

kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi 

di badan usaha yang berbadan huku atau tidak, milik orang persorangan, milik 

persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, 

maupun usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang 

lain dengan membayar upan atau imbalan dalam bentuk lain.” 

2.3.1 Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

 PHK dalam hukum ketenaga kerjaan merupakan upaya terakhir setelah 

berbagai langkah telah di lakukan namun tidak membawa seperti di haarapkan. 

Udang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan 

pengertian PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentuyang 

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dengan 

pengusaha (Pasal 1 angka 25). 

 Sedangkan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mensayaratkan 

PHK stelah adanya penetapan dari lembaga penyelsaian perburuhan. Lembaga 

dimaksud adalah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2004 

                                                             
15

 https://www.qerja.com/journal/view/11506-apa-saja-kewajiban-perusahaan-terhadap-

pekerjanya-rs07/ 
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tentang Penyelsaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni di luar pengadilan 

mediator atau konsiliator, sedaangkan melalui jalur pengadilan yakni Pengadilan 

Hubungan Industrial (PHI).
16

 

2.3.2  Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

perselisihan Hubungan Industrial;. 

2.4 Perjanjian Kerja 

 Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/atau buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja,hak,dan kewajiban 

para pihak (pasal 1 ayat 14 No. 13  tahun 2003 Undang-Undang Ketenagakerjaan) 

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha 

atau pemberi kerja. Perjanjian tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak, dan 

kewajiban para pihak. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan 

(yang harus dikerjakan pekerja/buruh), upah, dan perintah (yang harus 

dilaksanakan pekerja/buruh). 

Kontrak kerja dapat berupa lisan atau tulisan, dan didasari oleh 

kesepakatan bersama. Perjanjian kerja dapat memiliki jangka waktu tertentu 

(PKWT) atau jangka waktu tidak tertentu (PKWTT) memiliki syarat kesepakatan 

                                                             
16

 Lalu Husni, 2018, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, hal 175 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/undangundang-nomor-13-tahun-2003


24 
 

 

kedua belah pihak, kecakapan para pihak melakukan perbuatan hukum, adanya 

pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang 

undangan yang berlaku. Apabila tidak memenuhi semua persyaratan tersebut, 

maka perjanjian kerja dianggap tidak sah dan batal demi hukum. 

Perjanjian kerja harus memuat informasi sebagai berikut: nama 

perusahaan, alamat perusahaan, dan jenis usaha; nama, jenis kelamin, umur, dan 

alamat pekerja/buruh; jabatan atau jenis pekerjaan; tempat pekerjaan; besarnya 

upah dan cara pembayarannya; syarat-syarat kerja yang memuat hak dan 

kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; mulai dan jangka waktu berlakunya 

perjanjian kerja; tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para 

pihak dalam perjanjian kerja. 

Perjanjian kerja dibuat rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum 

yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) 

salinan perjanjian kerja. Ini dapat ditarik dan/atau diubah dengan kesepakatan 

bersama, oleh karena itu, perjanjian kerja harus diberitahukan kepada kantor 

tenaga kerja yang ada di Indonesia. 

Bila perjanjian kerja dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat 

surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. Surat pengangkatan 

yang dimaksud sekurang kurangnya memuat keterangan: nama dan alamat 

pekerja/buruh; tanggal mulai bekerja; jenis pekerjaan yang dilakukan 

pekerja/buruh; dan besarnya upah yang diterima oleh pekerja/buruh. Tetapi, jika 
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pengusaha tidak mengeluarkan surat perjanjian untuk pekerja, status pekerja 

berubah menjadi pekerja permanen menurut hukum. 

Perjanjian kerja hanya dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahun, dapat 

diperpanjang kembali 1 (satu) tahun berikutnya, dan juga dapat diperpanjang 

untuk 1 (satu) kali dengan jangka waktu 2 (dua) tahun. Jadi kontrak maksimum 

harus 5 tahun. Jika, perusahaan menerapkan kontrak berkali-kali selama periode 

tersebut, maka pekerja kontrak dinyatakan menjadi pekerja tetap oleh hukum. 

(Pasal 59 ayat 7, UU 13/2003)  

Pada tahun 2014, pasal 59 UU 13/2003, telah Ditinjau Secara Hukum oleh 

Mahkamah Konstitusi Indonesia pada No 7/2014, panel hakim menyatakan bahwa 

“jika perusahaan menerapkan kontrak untuk beberapa kali selama periode 

tersebut, maka pekerja kontrak dinyatakan menjadi pekerja tetap oleh hukum, 

berdasarkan catatan pemeriksaan dari pengawas tenaga kerja.Catatan pemeriksaan 

tersebut dapat diminta untuk disetujui melalui Pengadilan Daerah ”. 
17

 

2.4.1 Syarat Sah Perjanjian Kerja 

 Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja 

harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaaimana di atur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata. Ketentuan ini juga tertuang dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian 

kerja di buat atas dasar: 

                                                             
17

 https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja 
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1. Kesepakatan kedua belah pihak 

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 

3. Adanya pekerjaan yang di perjaanjikan; 

4. Pekerjaan yang di perjanjikan tidak boleh bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku.
18

 

2.4.2 Unsur Unsur Perjanjian Kerja 

Dalam UU Ketenagakerjaan, kita akan tahu bahwa ada tiga unsur 

hubungan kerja yang terdapat dalam perjanjian kerja. Ketiganya ialah unsur 

pekerjaan, unsur upah, serta unsur perintah. Pasal 1 angka 15 UU 

Ketenagakerjaan menyatakannya sebagai berikut: 

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ 

buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, 

upah, dan perintah.” 

Namun, apabila kita mencermati pengertian perjanjian kerja dalam KUH 

Perdata, ada satu unsur hubungan kerja lainnya, yaitu waktu. Unsur waktu 

menandai lamanya periode perjanjian kerja tersebut berlaku bagi kedua belah 

pihak, yakni: 

 40 jam perminggu 

 7 jam perhari untuk pola keja 6:1 

                                                             
18 Lalu Husni, 2018, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, hal 64-65 

https://www.gadjian.com/guide/uu-ketenagakerjaan
http://www.gadjian.com/blog/wp-content/uploads/2018/01/KUH-Perdata.pdf
http://www.gadjian.com/blog/wp-content/uploads/2018/01/KUH-Perdata.pdf
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 8 jam perhari, untuk pola kerja 5:2 

 ada hak cuti/istirahat (istirahat antar jam kerja, istirahat mingguan, dan 

istirahat tahunan, istirahat alasan penting) yang ditentukan Undang-

Undang/diperjanjikan) 

Untuk lebih memahami unsur-unsur hubungan kerja, sebaiknya kita simak 

penjelasan berikut: 

1. Pekerjaan 

Adanya pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan atau dilakukan oleh 

pekerja adalah unsur dalam sebuah hubungan kerja. Dengan disepakatinya 

perjanjian kerja oleh kedua belah pihak, maka pekerja terikat kewajiban untuk 

melakukan pekerjaan. Pasal 1603 KUH Perdata mengaturnya sebagai berikut: 

“Buruh wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut 

kemampuannya dengan sebaikbaiknya. Jika sifat dan luasnya pekerjaan 

yang harus dilakukan tidak dirumuskan dalam perjanjian atau reglemen, 

maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan.” 

Pekerjaan tersebut wajib dikerjakan sendiri oleh pekerja. Pasal 1603a 

KUH Perdata menyatakan: 

“Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin 

majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannnya.” 
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Atas tenaga, waktu, serta keahlian yang dikerahkan untuk pekerjaan itulah, 

pekerja berhak mendapatkan upah. 

2. Upah 

Definisi upah berdasarkan Pasal 1 angka 30 dalam UU Ketenagakerjaan 

ialah: 

“hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh 

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja /buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang 

telah atau akan dilakukan.” 

Ada beberapa kebijakan pemerintah yang perlu diperhatikan untuk 

menetapkan upah untuk pekerja, antara lain kebijakan tentang UMP (Upah 

Minimum Provinsi), tentang struktur dan skala pengupahan, dan lain sebaginya. 

3. Perintah 

Unsur perintah dalam sebuah hubungan kerja artinya ada pihak yang 

memberi perintah dan ada yang wajib melakukan perintah itu, yaitu pekerja. 

Unsur perintah dapat dimaknai luas, misalnya berupa target kerja, instruksi, dan 

lain-lain. Kewajiban pekerja untuk tunduk pada perintah perusahaan/ majikan ini 

antara lain diatur dalam KUH Perdata Pasal 1603b: 

https://www.gadjian.com/guide/uu-ketenagakerjaan
https://www.gadjian.com/blog/2017/11/23/ump-2018-upah-dki-jakarta-tertinggi-umk-jabodetabek-bandung/
https://www.gadjian.com/blog/2017/10/20/ketahui-tentang-strukur-dan-skala-upah-permenaker-nomor-1-tahun-2017/
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“Buruh wajib menaati aturan-aturan pelaksana pekerjaan dan aturan-

aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan majikan 

yang diberikan oleh atau atas nama majikan dalam batas-batas aturan 

perundang-undangan, perjanjian atau reglemen, atau jika ini tidak ada, 

dalam batas-batas kebiasaan.” 

Jika kita cermati kembali definisi perjanjian kerja dalam UU 

Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, akan tampak adanya faktor “waktu” yang 

perlu dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Namun, apabila waktu/ lamanya 

hubungan kerja tidak disebutkan dalam perjanjian atau peraturan undang-undang, 

maka yang berlaku adalah menurut kebiasaan (KUH Perdata Pasal 1603e). Dan, 

jika masih tidak dapat ditetapkan, maka hubungan kerja itu dipandang diadakan 

untuk waktu tidak tentu sampai dinyatakan putus (KUH Perdata Pasal 1603g). 

Untuk menjalankan peran HR yang ideal dalam mengelola sumber daya 

manusia perusahaan, unsur-unsur hubungan kerja di atas sangat penting 

diperhatikan. Keberadaan HRIS (Human Resource Information System) bukan 

saja menjadi kebutuhan departemen HR semata, melainkan juga perusahaan 

secara umum. Dengan HR system yang andal, perusahaan dipermudah 

mengaplikasikan kebijakan bisnis yang pasti berpengaruh pula kepada pekerjaan 

karyawan, misalnya penetapan shift kerja, perhitungan bonus bagi karyawan yang 

mencapai target tertentu, kebijakan penetapan upah, tunjangan, THR, dan lain 

sebagainya. Karenanya, kelengkapan fitur HR dalam sebuah HR information 

system juga penting diperhatikan oleh departemen HR sebagai user. Aplikasi HR 

http://www.gadjian.com/blog/wp-content/uploads/2017/08/Undang-Undang-No.-13-tahun-2003-tentang-Ketenagakerjaan.pdf
http://www.gadjian.com/blog/wp-content/uploads/2017/08/Undang-Undang-No.-13-tahun-2003-tentang-Ketenagakerjaan.pdf
http://www.gadjian.com/blog/wp-content/uploads/2018/01/KUH-Perdata.pdf
http://www.gadjian.com/blog/wp-content/uploads/2018/01/KUH-Perdata.pdf
https://www.gadjian.com/blog/2017/09/14/ternyata-ini-dia-10-hal-yang-harus-jadi-prioritas-hr-masa-kini/
https://www.gadjian.com/
https://www.gadjian.com/
https://www.gadjian.com/
https://www.gadjian.com/
https://www.gadjian.com/features/shift-kerja
https://www.gadjian.com/blog/2018/01/17/jenis-jenis-bonus-karyawan-yang-perlu-perusahaan-ketahui/
https://www.gadjian.com/blog/2018/01/17/1318/
https://www.gadjian.com/blog/2017/06/14/memahami-peraturan-perhitungan-prorata-dan-pajak-terkait-thr/
https://www.gadjian.com/features
https://www.gadjian.com/
https://www.gadjian.com/
https://www.gadjian.com/
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Gadjian telah berhasil mengembangkan fitur yang lengkap yang dapat menjadi 

solusi untuk kebutuhan perusahaan Anda dalam mengelola SDM.
19

 

2.5 Tinjauan Umum Outsourcing 

 Sejalan dengan terjadinya revolusi industri, perusahaan-perusahaan 

berusaha menemukan terobosan-terobosan baru dalam memenangkan persaingan. 

Pada tahap ini, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu saja tidak cukup untuk 

menang secara kompetitif, melainkan harus di sertai dengan kesanggupan untuk 

menciptakan produk paling bermutu dengan biaya terendah.
20

 

 Dalam bidang ketenagakerjaa, oursourcing di artikan sebagai 

pemanfaataan tenaga kerja untu memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan 

oleh suatu perusahaan. Ini berarti ada perusahaan yang secara khusus 

melatih/mempersiapkan, menyediakan, mempekerjakan tenaga kerja untuk 

kepentingan perusahaan lain. Perusahaan inilah yang mempunyai hubungan kerja 

secara langsung dengan buruh/pekerja yang di pekerjakan.
21

 

2.5.1 Pengertian Outsourcing 

Outsourcing atau alih daya adalah pemanfaatan tenaga kerja dengan cara 

memborongkan atau memindahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan atau 

kegiatan perusahaan dari perusahaan induk yang tadinya dikelola sendiri kepada 

perusahaan lain sebagai penyedia tenaga kerja dalam bentuk ikatan kontrak kerja 

sama. 

                                                             
19 https://www.gadjian.com/blog/2018/01/25/inilah-unsur-unsur-hubungan-kerja-dalam-
perjanjian-kerja/ 
20

 Lalu Husni, 2018, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, hal 167 
21 Lalu Husni, 2018, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, hal 168 

https://www.gadjian.com/
https://www.gadjian.com/features
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Ketentuan mengenai outsourcing diatur dalam Pasal 64 sd 66 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan suatu 

perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana 

perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 

perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara 

tertulis. 

Berikut ini beberapa pengertian dan definisi outsourcing dari beberapa 

sumber referensi: 

 Menurut Husni (2003:177), outsourcing adalah pemanfaatan 

tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu 

pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan 

penyedia/pengerah tenaga kerja.  

 Menurut Jehani (2008:1), outsourcing merupakan bentuk 

penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak 

ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban 

perusahaan tersebut.  

 Menurut Tunggal (2009:308), Outsourcing adalah pemindahan 

atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan 

penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan 

proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta 

kreteria yang telah disepakati oleh para pihak.  
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 Menurut Soewondo (2003), Outsourcing adalah pendelegasian 

operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada 

pihak luar (perusahaan jasa Outsourcing).  

 Menurut Tambusai (2004), Outsourcing adalah memborongkan 

satu bagian atau beberapa bagian dari kegiatan perusahaan yang 

tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain.
22

 

2.5.2 Pekerja Outsourcing 

Pelaksanaan pekerjaan Alih Daya (Outsourcing) dilakukan dengan dua 

cara, yaitu dengan pemborongan pekerjaan kepada perusahaan yang ditunjuk atau 

dengan penyediaan jasa pekerja/buruh kepada perusahaan lain. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 64 menjelaskan pengaturan 

menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, atau penyediaan 

pekerja/buruh oleh perusahaan lain dengan ketentuan pekerja/buruh harus tidak 

dirugikan akibat dari setiap sistem penyerahan kerja kepada pihak luar yang 

dilakukan oleh perusahaan utama. Adapun jenis pekerjaan yang diperbolehkan 

diserahkan kepada pihak luar dengan sistem outsourcing adalah sebagai berikut: 

1. Pekerjaan yang dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama.  

2. Pekerjaan yang dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung 

oleh pemberi pekerjaan.  

3. Pekerjaan yang merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara 

keseluruhan. 

                                                             
22

 https://www.kajianpustaka.com/2018/06/pengertian-jenis-dan-tujuan-alih-daya-outsourcing.html 
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4. Pekerjaan yang tidak menghambat proses produksi secara langsung.
23

 

2.5.3 Dasar Hukum Outsourcing 

1. KUHPerdata 

Salah satu bentuk pelaksanaan Outsourcing adalah melalui 

pemborongan pekerjaan. Salah satu bentuk pelaksanaan Outsourcing 

adalah melalui pemborongan pekerjaan. Dalam KUHPerdata Pasal 1601 b 

disebutkan perjanjian pemborongan pekerjaan, yakni sebagai perjanjian 

dengan mana pihak yang satu, sipemborong mengikatkan diri untuk 

menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang 

memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan. 

Ada beberapa prinsip yang berlaku dalam pemborongan pekerjaan 

sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPerdata, yakni sebagai berikut : 

a. .Jika telah terjadi kesepakatan dalam pemborongan dan pekerjaan 

telah mulai dikerjakan, pihak yang memborongkan tidak bisa 

menghentikan pemborongan pekerjaan. 

b. Pemborongan pekerjaan berhenti dengan meneinggalnya 

sipemborong, namun pihak yang memborongkan diwajibkan 

membayar kepada ahli waris si pemborong harga pekerjaan yang 

telah dikerjakan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. 

c. Sipemborong bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan 

orang-orang yang telah dipekerjakn olehnya. 

                                                             
23

 https://www.kajianpustaka.com/2018/06/pengertian-jenis-dan-tujuan-alih-daya-outsourcing.html 
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d. Buruh yang memegang suatu barang kepunyaan orang lain, untuk 

mengerjakan sesuatu pada barang tersebut, berhak menahan barang 

itu sampai biaya dan upah-upah yang dikeluarkan untuk barang itu 

dipenuhi seluruhnya, kecuali pihak yang memborongkan telah 

memberikan jaminan secukupnya untuk pembayaran biaya dan 

upah-upah tersebut.
24

 

2. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

Undang Undang ini mengatur dan melegalkan outsourcing. Istilah yang 

dipaki adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa 

buruh/pekerja. Dalam Pasal 64 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan disebutkan perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan 

pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui pemborongan pekerjaan atau 

penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. 

Pekerjaan yang dapat diserahkan untung di-outsorce adalah pekerjaan 

yang : 

a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama 

b. Dilakukan dengan perintah lansung atau tidak lansung dari pemberi 

pekerjaan 

c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan 

d. Tidak menghambat proses produksi secara lansung. 

                                                             
24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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Selain itu, perusahaan pemborong pekerjaan harus berbadan hukum dan 

memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. 

Jika persyaratan diatas tidak dipenuhi, demi hukum status hubungan kerja 

pekerja/buruh dengan perusahaan pemborongan beralih menjadi hubungan kerja 

pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

25
 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
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2.6  Kerangka Pikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 

UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 

 

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN 

KERJA KARIYAWAN PT CAHAYA PURNAMA LESTARI 

OUTSOURCING DI PLN 

 

Bagaimana Faktor-faktor 

terjadinya Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) 

 

1.Terjadinya Perselisihan 

Hak  

2.Tidak Terpenuhinya Hak 

Pekerja 

 

 

 

Tinjau Hukum Terhadap Pemutusan 

Hubungan Kerj 

1. Kepastian  Hukum 

Outsourcing. 

2. Putusan Pengadilan terhadap 

PHK di PT Cahaya Purnama 

Lestari. 

 

 

 

 

 
 

KEPASTIAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING 
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2.7 Definisi Operasional 

1. Tinjauan Hukum berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa 

(memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. 

2. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja 

karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 

kewajiban antara pekerja dan majikan/perusahaan. 

3. Tenaga Kerja adalah merupakan penduduk dalam usia kerja. 

4. Pengusaha adalah seseorang yang menjalankan aktivasi usaha baik 

usaha jual-beli, maupun usaha produksi yang mempunyai tujuan utama 

untuk memperoleh keuntungan. 

5. Outsourcing dikenal sebagai penyedia tenaga kerja yang di legalkan 

oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. 

6. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang 

mengakibatkan pertentangan antara buruh/pekerja dan 

majikan/pengusaha. 

7. PT. Cahaya Purnama Lestari merupakan Perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa 

8. PLN merupakan Perusahaan Yang bergerak dalam jasa penyediaan 

Listrik.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang 

menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik 

perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang 

dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk 

mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun 

arsip.
26

 

3.2 Objek Penelitian 

 Yang menjadi Objek penelitian ialah Pemutusan Hubungan Kerja 

Kariyawan Cahya Purnama Lestari Outsourcing Perusahaan Listrik Negara di 

Gorontalo. 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua yakni: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data 

dengan observasi langsung. Sugiyono, (2014: 224), Dalam hal ini berupa 

informasi langsung dari pihak Pengadilan Hubungan Industrial 

b. Data sekunder ialah data pendukung yang di peroleh dari sumber lain yang 

atau lewat perantara lainyang berkaitan denganpe nelitian. Sugiyono, (2014: 

                                                             
26

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif  

Pustaka Pelajar, hal .280 
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224) dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang akan 

memperlengkap atau mendukung data primer sehingga data ini diperoleh 

secara tidak langsung dalam penelitian ini. 

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini di lakun di Pengadilan Hbungan Industrial 

Pada Pengadilan Neggri Gorontalo, waktu yang dilakukan dalam 

penelitian ini sejak waktu di tetapkan. 

3.5  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Penelitian ini dilakukan dengan populasi yang diambil oleh peneliti 

adalah suatu objek yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. 

Dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah, Kariyawan 

outsourcing Perusahaan Listrik Negara. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang di anggap dapat 

mewakili populasi guna mendapatkan informasi terkait dengan 

penelitian. 

Dalam menentukan sample yang akan di gunakan adalah 

teknik purposive sampling, dimna jumlah objek yang akan di teliti 

telah ditentukan terlebih dahulu. Adapun yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini adalah: 

a.Pekerja yang di PHK sebanyak (28 Orang)  

b. Perusahaann   (2 Perusahaan) 
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c. Hakim PHI  (3 Orang) 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni: 

1. Teknik Wawancara, Wawancara adalah cara untuk memperoleh 

informasi dengan bertanya langsung pada sang pewawancara. 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. 

2. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan dokumen-dokumen dan catatan-catatan dengan 

penulisan proposal ini. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. 

Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data 

sehingga mudah dibaca dan dipahami. Hal ini bertujuan untuk memperoleh 

data dan gambaran yang jelas yang berkitan dengan tujuan penulisan 

penelitian ini. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Pengadilan Negeri Gorontalo terletak di Jalan Raden Saleh Kota 

Gorontalo. Wilayah hukum  Pengadilan Negeri Gorontalo meliputi Kota 

Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Saat ini Pengadilan Negeri Gorontalo 

memiliki 2 (dua) tempat sidang yang terletak di kecamatan Bonepantai dan 

kecamatan Suwawa, kabupaten Bone Bolango. 

 Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pengadilan 

Indonesia adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas 

pokok menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Sejalan dengan tugas tersebut diatas, Pengadilan Negeri Gorontalo yang 

merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan badan peradilan umum 

melaksanakan tugas yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

pidana dan perdata. 

 Dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas, secara umum 

di pengadilan negeri terdapat bagian kepaniteraan dan kesekertariatan. Bagian 

kepaniteraan melaksanakan administrasi perkara sedangkan kesekertariatan 

melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya. 

 Bagian kepaniteraan pengadilan negeri terdiri atas 5 (lima) sub bagian 

yaitu : 

a. Kepaniteraan Pidana 

b. Kepaniteraan Perdata 
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c. Kepaniteraan Hukum 

d. Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi 

e. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) 

 Bagian kesekertariatan Pengadilan Negeri Gorontalo terbagi atas 3 (tiga) 

sub bagian yaitu : 

a. Urusan Umum 

b. Urusan Keuangan 

c. Urusan Kepegawaian 

 Pada tanggal 18 Juli 2003 status Pengadilan Negeri Gorontalo telah 

ditingkatkan dari Pengadilan Negeri kelas II menjadi Pengadilan Negei kelas IB, 

sesuai surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 

M.01.AT.05 Tahun 2003. 

 Dalam upaya meningkatkan pelayanan hukum tehadap masyarakat maka 

Pengadilan Negeri Gorontalo mempunyai visi dan misi sebagai berikut : 

1. Visi yaitu menciptakan, membangun paradiga baru untuk 

mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman 

mandiri 

2. Misi yaitu bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku, juga sesuai dengan yang digariskan dalam surat 

edaran peraturan Mahkamah Agung, agar tercapai rasa keadilan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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4.2.  Bagaimana Faktor-Faktor Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) 

4.2.1. Terjadinya Perselisihan Tenaga Kerja 

Didalam UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial Undang-undang ini mengatur terkait perselisihan yang 

muncul dalam hubungan industrial. Berdasarkan aturan hukum perburuhan dan 

ketenagakerjaan di Indonesia ini, terdapat 4 jenis perselisihan yang biasa terjadi, 

yaitu: 

Perselisihan Hak Perselisihan ini timbul disebabkan oleh tidak dipenuhinya 

hak yang merupakan akibat adanya perbedaan pemahaman atau pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 

atau perjanjian kerja bersama. 

Perselisihan Kepentingan Perselisihan ini muncul dalam hubungan 

industrial karena tidak adanya kesepahaman mengenai pembuatan, dan atau 

perubahan syarat-syarat kerja pada perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, 

atau perjanjian kerja bersama. 

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Perselisihan yang 

timbul karena tidak adanya kepahaman mengenai pemutusan hubungan kerja oleh 

salah satu pihak. Dalam penyelesaian perselisihan itu, pihak-pihak yang terkait 

bisa memilih berbagai metode, seperti perundingan bipartit, mediasi oleh 
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pemerintah, penyelesaian melalui konsiliasi, penyelesaian lewat arbitrase, ataupun 

pengadilan perselisihan hubungan industrial (PHI). 

Perselisihan Antara Serikat Pekerja Perselisihan ini terjadi pada dua 

serikat pekerja atau lebih yang berada dalam 1 perusahaan.  Perselisihan itu bisa 

terjadi karena tidak adanya kesesuaian pemahaman terkait keanggotaan, 

pelaksanaan hak, serta kewajiban keserikatpekerjaan. 

Apabila kita melihat kejadian dengan kasus yang diteliti oleh penulis telah 

menggambarkan adanya perselisihan berupa tidak terpenuhinya hak-hak pekerja 

– Potongan Upah yang tidak mempunyai alasan yang tepat sejak Tahun 

2016 s/d Tahun 2017 

– Potongan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar Rp. 

400.000.- selama 4 Bulan dan sejak Januari 2016 s/d April 2016,  dan 

sampai dengan sekarang tidak ada kejelasannya 

– Pembayaran BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan yang dibayar nanti 

setiap 7 Bulan, sehingga mengakibatkan  Penggugat tidak mendapat 

pelayanan Kesehatan 

– Pembayaran THR Pada Tahun 2016 hanya di bayar sebesar Rp. 

1.000.000.- jadi selisih upah Rp. 2.030.000 – Rp. 1.000.000 = Rp. 

1.030.000.- 
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Perselisihan yang terjadi antara pekerja dengan PT Cahaya Purnama 

Lestari Outsourcin PLN Gorontalo adalah salah satunya apabila dilihat tututan 

pekerja sebagaimana yang disebutkan diats yaitu tidak terpenuhinya upah pekerja 

sehingga apabila kita melihat Definisi upah berdasarkan Pasal 1 angka 30 dalam 

UU Ketenagakerjaan ialah: 

“Hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh 

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja /buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang 

telah atau akan dilakukan.” 

Sehingga hal ini menurut penulis Ada beberapa kebijakan pemerintah yang 

perlu diperhatikan untuk menetapkan upah untuk pekerja, antara lain kebijakan 

tentang UMP (Upah Minimum Provinsi), tentang struktur dan skala pengupahan, 

dan lain sebaginya. 

Dalam penyelesaian perselisihan pekerja tentunya ada beberapa langkah 

hukum yang harus dilalui, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang 

ketenagakerjaan disebutkan bahwa  

1. Musyawarah  

2. Meidasi oleh pihak disnaker 

3. Mediasi hukum 

4. Kesepakatan /perjanjian bersama 

https://www.gadjian.com/guide/uu-ketenagakerjaan
https://www.gadjian.com/blog/2017/11/23/ump-2018-upah-dki-jakarta-tertinggi-umk-jabodetabek-bandung/
https://www.gadjian.com/blog/2017/10/20/ketahui-tentang-strukur-dan-skala-upah-permenaker-nomor-1-tahun-2017/
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5. Pemberian pesangon 

6. Kompensasi  

7. Dokumen pendukung  

Maka dari itu menurut penulis adanya gugatan yang dimaksudkan dalam 

perkara Nomor 38/ Pdt.Sus-PHI/ 2018/ PN Gto, sebagaimana duduk perkara yang 

didalilkan pekerja merupakan hak yang tidak dibayarkan dan tidak dipenuhi oleh 

pihak perusahaan  

4.2.2. Tidak Tepenuhinya Hak Kerja 

Hak Pekerja merupakan hak yang paling penting diatur dalam regulasi 

perlindugan pekerja atau buruh, hak ini adalah hak yang harus dipenuhi setiap 

pemilik perusahaan dalam mempekerjakan buruh, Apabila kita melihat mengenai 

hak pekerja, Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Undang Undang ini mengatur 

dan Melegalkan Outsourcing. Istilah yang dipaki adalah perjanjian pemborongan 

pekerjaan atau penyedia jasa buruh/pekerja. Dalam Pasal 64 Undang-Undang No 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan perusahaan dapat 

menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui 

pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara 

tertulis. 

Menyediakan Jaminan Ketenagakerjaan 

Setiap perusahaan yang mempekerjakan pegawai harus menyediakan 

jaminan ketenagakerjaan kepada pegawainya. Mengenai jaminan 
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ketenagakerjaan bisa kita temukan dalam UU No. 13 2003 pasal.Bentuk 

jaminan ini diturunkan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang 

bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bagi pemberi kerja yang 

tidak mendaftarkan pekerjanya akan mendapatkan hukuman berupa sanksi 

terulis, teguran dan juga sanksi administratif.Sanksi administratif yang 

disebutkan tadi berupa tidak diberikannya perijinan terkait bidang usaha 

seperti ijin mendirikan bangunan, ijin melakikan tender proyek atau tidak 

diberi ijin untuk memperkerjakan tenaga kerja asing. 

Memberikan Waktu Istirahat 

Setiap pekerja wajib mendapatkan waktu istirahat sesuai dengan pasal 79 

Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dijelaskan dalam aturan tersebut, setiap 

pekerja bisa mendapatkan waktu istirahat sekurang-kurangnya setengah 

jam setelah bekerja selama 4 jam secara terus menerus.Dalam hal istirahat 

mingguan, pekerja berhak mendapatkan istirahat selama 2 hari untuk 

waktu kerja selama 5 hari dengan waktu kerja 8 jam sehari. Sedangkan 

unttuk waktu kerja 6 hari, pekerja berhak mendapat waktu istirahat selama 

1 hari dengan waktu kerja 7 jam sehari. 

 Membayarkan Upah 

Dalam hal pemberian upah tenaga kerja sesuai dengan pasal 88 Undang-

undang Ketenagakerjaan. Untuk besaran upah ini tidak boleh lebih rendah 

dari upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah yang ditetapkan 

sesuai UMP/UMK. 
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Ada tiga komponen upah yang bisa dijadikan sebagai besaran upah yang 

harus dibayarkan oleh perusahaan. Komponen upah tersebut yaitu : 

1. Upah pokok 

2. Upah pokok dengan tunjangan tetap, dimana besaran upah 

pokok minimal 75% dari besaran upah tokok dan tunjangan 

tetap. 

3. Upah pokok dengan tunjangan tetap dan tidak tetap, dimana 

besaran upah pokok 75% dari besara upah pokok, tunjangan 

tetap dan tunjangan tidak tetap. 

Dalam hal besaran upah, dapat diatur dalam Perjanjian Kerja antara 

pemberi kerja dan juga pekerja. Untuk menentukan besaran ini pemberi 

kerja harus memperhitungkan pengalaman kerja, tingkat pendidikan, 

kemampuan dan juga kecapakan pekerja untuk mengerjakan sebuah 

pekerjaan. 

Dalam hal pembaayaran, pengusaha juga harus membayar upah kepada 

pekerja tepat waktu. Perusahaan yang terlambat membayar upah bisa 

dikenai sanksi oleh pemerintah. Kesepakatan tanggal pembayaran upah 

setiap bulan biasanya sudah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama antara 

pihak perusahaan dan pekerja. 

 

 

https://www.qerja.com/journal/view/397-gaji-telat-dibayar-ini-lima-hal-yang-bisa-anda-lakukan/
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 Memberikan Waktu Beribadah 

Dalam UU Ketenagakerjaan juga diatur mengenai hak pekerja dalam 

melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya pada pasal 80. 

Setiap pengusaha wajib memberikan waktu yang cukup agar pekerjanya 

bisa melakukan ibadah sesuai agamanya. 

Selain itu, pihak perusahaan juga tidak bisa memutuskan hubungan kerja 

dengan menggunakan alasan pekerja melakukan ibadah sesuai dengan 

agamanya. 

Hak Pekerja PT Cahaya Purnama Lestari Outsourcin PLN Gorontalo 

sebagaimana disebutkan bahwa Pekerja PT Cahaya Purnama Lestari Outsourcin 

PLN Gorontalo, menuntut kedua perusahaan agar membayarkan hak mereka 

sampai ke tahapan Pengadilan Hubungan Industrial dengan mengguat PT PLN 

Gorontalo sebagai Tergugat 1 dan PT Cahaya Purnama Lestari sebagai Tergugat 2 

dan Pekerja sebagai Pihak Penggugat 

Pihak pekerja beramsumsi mereka sampai di PHK mungkin karena mereka 

melaporkan pihak perusahaan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo yang 

sekarang sudah menjadi Dinas Penanaman Modal, ESDM & Transmigrasi 

Provinsi Gorontalo tentang Perselisihan Hak yaitu : 

– Potongan Upah yang tidak mempunyai alasan yang tepat sejak Tahun 

2016 s/d Tahun 2017 
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– Potongan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar Rp. 

400.000.- selama 4 Bulan dan sejak Januari 2016 s/d April 2016,  dan 

sampai dengan sekarang tidak ada kejelasannya 

– Pembayaran BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan yang dibayar nanti 

setiap 7 Bulan, sehingga mengakibatkan  Penggugat tidak mendapat 

pelayanan Kesehatan 

– Pembayaran THR Pada Tahun 2016 hanya di bayar sebesar Rp. 

1.000.000.- jadi selisih upah Rp. 2.030.000 – Rp. 1.000.000 = Rp. 

1.030.000.- 

Dalam hal ini PT Cahaya Purnama Lestari dan PLN Gorontalo melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja sepihak, Karena Mereka berdalil Karyawan Mereka 

Melakukan mogok Kerja, sedangkan pihak karyawan melakukan kegiatan mogok 

kerja karena perusahaan tidak membayarkan upah mereka pada bulan desember 

2017, dan perusahaan tidak membayarkan BPJS Kesehatan maupun BPJS 

Ketenagakerjaan selam 7 bulan. Padahal BPJS sangat membantu pihak pekerja 

dalam mengatasi ketika sewaktu waktu mereka sakit ataupun mengalami 

kecelakaan kerja. 

PT PLN (Persero) Area Gorontalo adalah sebagai pemberi pekerjaan 

kepada PT Cahaya Purnama Lestari yang mempunyai kewenangan membuat Surat 

Perjanjian untuk menyerahkan pekerjaan-pekerjaan dibidang ketenagalistrikan 

sehingga kedudukan PT PLN (Persero) Area Gorontalo dalam pemberian 

pekerjaan tersebut mempunyai dua kapasitas yang berbeda, yaitu sebagai pemberi 
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pekerjaan langsung kepada Tergugat II dan sebagai lingkungan tempat Penggugat 

dipekerjakan oleh Tergugat II sehingga yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat 

I adalah Pihak yang secara fakta hukum mempunyai hubungan hukum dengan 

Penggugat (Legitima Persona Standi in Judicio),dengan demikian Penggugat 

telah keliru atau salah sasaran menarik PT PLN (Persero) Area Gorontalo sebagai 

Tergugat I,oleh karena sekali lagi pada kenyataannya kedudukan hukum Tergugat 

I dalam proses pemberian pekerjaan dalam perkara a quo adalah sebagai pemberi 

pekerjaan kepada Tergugat II bukan sebagai Pihak yang memberikan pekerjaan 

kepada Penggugat, sehingga Tergugat I hanya mempunyai hubungan hukum 

dengan Tergugat II sedangkan terhadap Penggugat sama sekali tidak ada 

hubungan hukum dengan Tergugat I, dengan demikian berdasarkan fakta hukum 

tersebut telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal 

yang fatal dan kabur serta membingungkan, dimana syarat formal dalam beracara 

mensyaratkan gugatan harus dibuat secara cermat dan terang, sehingga dengan 

demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet 

ontvankelijke veerklaard). 

Dan Hakim Memutuskan atas Perkara Pemutusan Hubungan Kerja atas 

karyawan yang dilakukan PT Cahaya Purnama Lestari dan PT PLN Gorontalo, 

bahwa pekerja akan mendapatkan hak-haknya atas PT Cahaya Purnama Lestari 

karena pihak PT PLN tidak Memiliki hubungan Kerja dengan Pihak Pekerja, 

sedangkan yang memiliki hubugan kerja dengan pihak kerja yakni piak PT 

Cahaya Purnama Lestari. 
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4.3. Tinjau Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja 

4.3.1. Kepastian  Hukum Outsourcing. 

Berbibacara mengenai kepastian hukum, tentunya tidak lepas dari 

sebuah putusan seorang hakim yang tepat dan tegas sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh undang-undang, berbicara mengenai keapstian 

hukum pekerja Dalam UU Ketenagakerjaan, kita akan tahu bahwa ada tiga 

unsur hubungan kerja yang terdapat dalam perjanjian kerja. Ketiganya 

ialah unsur pekerjaan, unsur upah, serta unsur perintah. Pasal 1 angka 15 

UU Ketenagakerjaan menyatakannya sebagai berikut: 

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah.” 

 Salain itu supomo memberikan gambaran mengenai hubungan kerja 

yaitu suatu hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan. 

Hubungan kerja hendak menunjukan kedudukan kedua pihak itu yang 

pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh 

terhadamajikan serta hak-hak dan kewajiban majikan terhadap buruh. 

Adanya hubungn kerja ialah hanya bila ada buruh dan majikannya atau 

majikan dengan buruhnya. (Soepomo,1990). 

Berdasarkan duduk perkara yang diajukan dipengadilan hubungan 

industrial telah adanya perselisihan antara Pihak pekerja dan perusahaan 

sebagaimana beramsumsi mereka sampai di PHK mungkin karena mereka 

https://www.gadjian.com/guide/uu-ketenagakerjaan
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melaporkan pihak perusahaan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo 

yang sekarang sudah menjadi Dinas Penanaman Modal, ESDM & 

Transmigrasi Provinsi Gorontalo tentang Perselisihan Hak yaitu : 

– Potongan Upah yang tidak mempunyai alasan yang tepat sejak 

Tahun 2016 s/d Tahun 2017 

– Potongan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar Rp. 

400.000.- selama 4 Bulan dan sejak Januari 2016 s/d April 2016,  

dan sampai dengan sekarang tidak ada kejelasannya 

– Pembayaran BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan yang dibayar 

nanti setiap 7 Bulan, sehingga mengakibatkan  Penggugat tidak 

mendapat pelayanan Kesehatan 

– Pembayaran THR Pada Tahun 2016 hanya di bayar sebesar Rp. 

1.000.000.- jadi selisih upah Rp. 2.030.000 – Rp. 1.000.000 = Rp. 

1.030.000.- 

Dalam hal ini PT Cahaya Purnama Lestari dan PLN Gorontalo 

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak, Karena Mereka berdalil 

Karyawan Mereka Melakukan mogok Kerja, sedangkan pihak karyawan 

melakukan kegiatan mogok kerja karena perusahaan tidak membayarkan 

upah mereka pada bulan desember 2017, dan perusahaan tidak 

membayarkan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan selam 7 

bulan. Padahal BPJS sangat membantu pihak pekerja dalam mengatasi 

ketika sewaktu waktu mereka sakit ataupun mengalami kecelakaan kerja. 
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PT PLN (Persero) Area Gorontalo adalah sebagai pemberi pekerjaan 

kepada PT Cahaya Purnama Lestari yang mempunyai kewenangan membuat 

Surat Perjanjian untuk menyerahkan pekerjaan-pekerjaan dibidang 

ketenagalistrikan sehingga kedudukan PT PLN (Persero) Area Gorontalo 

dalam pemberian pekerjaan tersebut mempunyai dua kapasitas yang 

berbeda, yaitu sebagai pemberi pekerjaan langsung kepada Tergugat II dan 

sebagai lingkungan tempat Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat II 

sehingga yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat I adalah Pihak yang 

secara fakta hukum mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat 

(Legitima Persona Standi in Judicio),dengan demikian Penggugat telah 

keliru atau salah sasaran menarik PT PLN (Persero) Area Gorontalo sebagai 

Tergugat I,oleh karena sekali lagi pada kenyataannya kedudukan hukum 

Tergugat I dalam proses pemberian pekerjaan dalam perkara a quo adalah 

sebagai pemberi pekerjaan kepada Tergugat II bukan sebagai Pihak yang 

memberikan pekerjaan kepada Penggugat, sehingga Tergugat I hanya 

mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II sedangkan terhadap 

Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I, 

dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut telah membuktikan 

bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal yang fatal dan kabur 

serta membingungkan, dimana syarat formal dalam beracara mensyaratkan 

gugatan harus dibuat secara cermat dan terang, sehingga dengan demikian 

sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet 

ontvankelijke veerklaard). 
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Dan Hakim Memutuskan atas Perkara Pemutusan Hubungan Kerja 

atas karyawan yang dilakukan PT Cahaya Purnama Lestari dan PT PLN 

Gorontalo, bahwa pekerja akan mendapatkan hak-haknya atas PT Cahaya 

Purnama Lestari karena pihak PT PLN tidak Memiliki hubungan Kerja 

dengan Pihak Pekerja, sedangkan yang memiliki hubugan kerja dengan 

pihak kerja yakni piak PT Cahaya Purnama Lestari 

Berdasarkan analisa penulis yang mengenai kasus yang PT Cahaya 

Purnama Lestari dan PT PLN tidak Memiliki hubungan Kerja dengan Pihak 

Pekerja, karena pihak PT Cahaya Purnama Lestari hanyalah sebuah 

prerusahaan Outsorsing yang menyediakan pekerja, sehingga para pekerja 

tidak direkrut menggunakan jasa PT PLN gorontalo melanikan PT PT 

Cahaya Purnama Lestari tentunya hal ini tidak memilki kepastian hukum 

yang tepat bagi pekerja karena dapat dianggap salah sasaran dalam gugatan  

4.3.2. Putusan Pengadilan terhadap PHK di PT Cahaya Purnama 

Lestari. 

Setiap perkara yang diajukan dalam persidangan merupakan perkara 

yang telah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna mendapatkan 

pembuktian secara sempurna, didalam pembuktian secara sempurna seorang 

hakim ditutuntut untuk mengadili setiap perkara yang dimohonkan dengan 

alasan bahwa pengadilan memiliki komptensi relatif dengan alasan bahwa 

Gugatan Harus Disesuaikan Dengan Kompetensi Relatif Pengadilan 
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Dasar hukum (aturan) “hakim boleh memutus satu perkara yaitu 

hakim Wajib Mengadili Seluruh atau seBagian Gugatan Asas kedua yang 

digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 

RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan 

mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa 

dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya Cara 

mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh 

undang-undang” 

Setiap keputusan yang dilahirkan dalam proses persidangan 

merupakan sebuah produk hukum yang memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat, maka dari itu produk hukum yang dihasilkan harus dipatuhi dan 

dilaksanakan 

Apabila kita melihat duduk perkara Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN 

Gto, Dimana pekerja, bekerja pada Tergugat 1 dan 2 selama 2 (dua) Tahun 1 

(satu) Bulan, sejak  Bulan Januari 2016 dan diberhentikan secara sepihak 

pada Tanggal 5 Januari 2018, dengan jabatan terakhir Petugas Baca Meter, 

dan menerima upah terakhir sebesar Rp 2.265.000.- (dua juta dua ratus 

enam puluh lima ribu  rupiah), dan alasana yang sangat dianggap paling 

Berat adalah adanya laporan kepihak Penggugat di PHK oleh Tergugat 2 

dengan alasan melapor ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo yang 

sekarang sudah menjadi Dinas Penanaman Modal, ESDM & Transmigrasi 

Provinsi Gorontalo tentang Perselisihan Hak 
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Berdasarkan analisa penulis mengenai duduk perkara memang terjadi 

perselisihan yang harus diselesaikan secara cepat oleh pemberi kerja dan 

pekerja  

Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala yaitu Perusahan 

Outsourcing Tergugat 2 tidak memenuhi Persyaratan Penyedia Jasa 

Pekerja/Buruh sesuai dengan pasal 17  PERMENAKER. No 19 Tahun 2012 

tentang Outsorcing, maka dengan itu (sesuai ayat 4 pasal 66 UU No  13 

tahun 2003) Penggugat menuntut Tergugat 1 untuk membayar hak-hak para 

Penggugat yang merekrut para pekerja untuk bekerja 

Namun adanya niat baik Penggugat masih berusaha masuk kerja dan 

melaksanakan kewajiban akan tetapi Tergugat 1 dan 2 sudah tidak 

memperbolehkan lagi. bekerja  maka oleh karena itu Tergugat 1 haruslah di 

hukum untuk membayar  uang Proses sejak Bulan Januari 2018 yang 

dikalikan upah perbulan sebesar Rp. 2.265.000 sampai dengan PHK ini 

mempunyai kekuatan hukum tetap yang  dilaksanakan oleh Tergugat 

fakta hukum menunjukkan bahwa pihak yang telah memperkerjakan 

Penggugat adalah PT Cahaya Purnama Lestari, begitu pula yang 

memberikan upah atau gaji kepada Penggugat adalah PT Cahaya Purnama 

Lestari, oleh karena dalam proses pelaksanaan pekerjaan dalam perkara a 

quo kedudukan Tergugat I PT PLN (Persero) Area Gorontalo adalah sebagai 

pemberi pekerjaan kepada PT Cahaya Purnama Lestari yang mempunyai 

kewenangan membuat Surat Perjanjian untuk menyerahkan pekerjaan-

pekerjaan dibidang ketenagalistrikan sehingga kedudukan PT PLN (Persero) 
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Area Gorontalo dalam pemberian pekerjaan tersebut mempunyai dua 

kapasitas yang berbeda, yaitu sebagai pemberi pekerjaan langsung kepada 

Tergugat II dan sebagai lingkungan tempat Penggugat dipekerjakan oleh 

Tergugat II sehingga yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat I adalah 

Pihak yang secara fakta hukum mempunyai hubungan hukum dengan 

Penggugat (Legitima Persona Standi in Judicio),dengan demikian 

Penggugat telah keliru atau salah sasaran menarik PT PLN (Persero) Area 

Gorontalo sebagai Tergugat I,oleh karena sekali lagi pada kenyataannya 

kedudukan hukum Tergugat I dalam proses pemberian pekerjaan dalam 

perkara a quo adalah sebagai pemberi pekerjaan kepada Tergugat II bukan 

sebagai Pihak yang memberikan pekerjaan kepada Penggugat, sehingga 

Tergugat I hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II 

sedangkan terhadap Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum 

dengan Tergugat I, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut telah 

membuktikan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal yang 

fatal dan kabur serta membingungkan, dimana syarat formal dalam beracara 

mensyaratkan gugatan harus dibuat secara cermat dan terang, sehingga 

dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima 

(Niet ontvankelijke veerklaard). 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) yaitu adanya Perselisihan Hak antara pihak Pekerja 

dengan PT Cahaya Purnama Lestari, sedangkan yang digugat adalah 

PT PLN Gorontalo dan yang kedua adalah Tidak Terpenuhinya Hak 

Pekerja yaitu tidak dibayarkan hak pekerja berupah upah sehingga 

muncullah perselisahan dan diselesaikan melalui pengadilan Hubungan 

industrial  

2. Tinjau Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja adalah yang 

pertama Kepastian  Hukum Outsourcing yang mana sistem tata cara 

perekrutan pekerja yang dilakukan oleh out sosrcing tidak sesuai 

dengan sebagaimana tidak memenuhi Persyaratan Penyedia Jasa 

Pekerja/Buruh sesuai dengan pasal 17  PERMENAKER. No 19 Tahun 

2012 tentang Outsorcing, (sesuai ayat 4 pasal 66 UU No  13 tahun 

2003) dan yang kedua Putusan Pengadilan terhadap PHK di PT Cahaya 

Purnama Lestari, secara hukum sudah sangat tepat namun telah 

merugikan para pekerja karna dalam putusan pengadilan telah menolak 

eksepsi penggugat bahwa PT PLN bukan penyedia jasa melainkan 

pihak PT Cahaya Purnama Lestari sebagai pihak perusahaan 

Outsorcing 
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5.2. SARAN  

1. Sebaiknya dalam penyelesaian perkara pekerja seharusnya pemerintah 

mengambil alih secara penuh dalam penyelesaian perkara guna tidak 

membela hak-hak pekerja apalagi berhubungan dengan Upah pekerja 

2. Dalam putusan pengadilan Hubungan Industrial yang diteliti bahwa 

adanya persilisihan antara pekerja dan Pihak PT Cahaya Purnama Lestari 

dan Pihak PT PLN Cabang Gorontalo, yang mana gugatan pekerja telah 

ditolak sebagian oleh pengadilan dengan memutuskan bahwa pihak yang 

membayar atas tindakan pemutusan hubungan kerja adalah Pihak PT 

Cahaya Purnama Lestari sedangkan pihak PT PLN Gorontalo tidak 

membayar atas tindakan tersebut. 

3. Sebaiknya pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap perusahaan 

yang mempekerjakan pekerja outsourcing supaya tidak ada pekerja 

maupun perusahaan yang di rugikan. 
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